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UTUSAN KEPALA KANTOR WILAYALL KEMENTE y
EPAA KANTOR WU YA KEREITERINGRRAEE
NOMOR 285 Tahun 2017
TENTANG
PEMDBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
RAUDHATUL ATHIFAL NASRUL ISLAT

Kl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHIA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINS! NUSA TENGGARA DBARAT

bahwa  dalam  rangka meninpkatlkan  akscs pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui arpanisasi berbadan hukum untuk
rlti'ljr.'i-lu-|1|'.|-_;1mk:m madrasah  sesu dengan standar
nasional pendidikan;

b, hahwa madrasah yang er
memenulu persyaratan adminit
yang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbang
dalam huruf a dan huruf b, per
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Tenpgara  Baral tentang Pemberian
Penchirian Raudhatul Athfal Nasrul [slah.

Mermumbang .

cantum di bawah ini telah
Jtratif, teknis, dan kelayakan

an sehapmmana dimaksud
|y menetapkan Keputusan
Apama Provinsi Nusa
[zin Operasion

Mengingat - 1. Peraturan pemerintah  Nomor 19 Tahun 2005 tentang
grandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
41, Tambahan Lembaran

Intlnnesin Tahun 2005 Nomor
Nomor 4490) schagaimana telah

Negara Republik Indonesin
diubah dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 32 Tahun
Peraturan pemerintah

2013 tentang Perubahan ALas
Nomor 19 Tahun 2005 wnlang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negarg
Republik Indonesia Nomor 5410},
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Nepara Republik Indonesia Nomor 4863},
merintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

3. Peraluran Pe

pPendanaan Pendidikan  (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negard Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peratluran pemerintah Nomer 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomeor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2010 lgn!ang
penpclolnan dan Penyclenggaraarn Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negard Republik Indonesia

Nomer 5150 sehagaimand telah diubah dengan Peraturan

6. Peraturan..



Menetapkan

KESATU

KEDUA

p ;

P:gf;-:::h g:moq 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Ford I dmcnntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

i t;m Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Ta.mbahanethL ht]: Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

S5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemor 24 Tahun
Untuk Sekolah

2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

Dasar/Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawi
h, d
Atas/Madrasah Aliyah; ya an Sekolah Menengah
al Nomor 15 Tahun

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasion
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Ta.hulnlzﬂla tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
8 Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama lslam dan Bahasa Arab di Madrasah;
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengawas Madrasah dan Pengawas pendidikan Agama Islam
ublik Indonesia Tahun

pada Sekolah (Berita Negara Rep
2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan  Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas
Pendidikan Agama |slam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
10, Peraturan Menteri 0 Tahun 2013 tentang
Madrasah (Berita Negara

Penyelenggaraan
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66
Tahun 2016 tentang Perubanan Kedua Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Pendidikan Maclrasah (Berita Negara

Penyelenggaraan
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN :
NTERIAN

KEPLJTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEME

AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARA TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
RUL ISLAH.

ATHFAL NAS
an madrasah kepada

alam Lampiran Yang
ini;
asah yang

mberikan izin opcrasianai pendiri
tercantum d
ahkan dari Keputusan

tahun, Kepala Madr

Me
madrasah sebagaimana
merupakan bagian tidak terpis

Setelah jangka waktu 4 (empat]
bersangkutan wajib :
a. menyampaikan laporan perkcmbangan m

Kepala Kantor Kementerian Agama Yang
s marleerrbangan _;umlah pcscna dldik. PClﬂkS

adrasah kepada

memuat paling
anaan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan, dan/atau,

b. mengajukan pendaltaran visitas akreditas
sekolah/madrasah  kepada ~ BAP-PAUD/PNF  sewua
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atou hasl
akreditasi schagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
mendapat  peringkat minimal C, maka izin operasional
scbagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku;
Dalam hal perkembangan madrasah scbagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai tidak memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atauy
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua hurul b
tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalarn Dilitum Kesatu dicabut;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 3 Juli 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
P . USA TENGGARA BAPRAT,

NASARUDDIN b

¥



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINGI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAIL PENDIRIAN MADRASAH

RAUDHATUL ATHFAL NASRUL ISLAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1 { Nama Madrasah

Raudhatul Athfal Nasrul Islah

2 | Nomor Statistik Madrasah

101252030157

3 | Alamat Madrasah

Jin. Sukamulia Rempung
Desa/Kelurahan Sukamula Timur
Kecamatan Sukamulia

Kabupaten Lombok Timur

Provinsi Nusa Tenggara Barat

4 | Nama Organisasi Penyelenggara

Yayasan Nasrul Islah Lombok Timur

Organisasi Penyelenggara

S | Akta Notaris Organisasi | Ali Masadi, SH., M.Kn., Nomor 64,
Penyelenggara Tanggal 17 November 2015
6 | Pengesahan Akta Notaris | Nomor AHU-0026298.AH.01.04.Tahun

2015, Tanggal 26 November 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

/0

ASARUDDIN%



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor : RA/03.0157/2017

Dibsrikan kepada :

Nama Madrasah . Raudhatul Athfal Nasrul Islah
Alamat . Jin. Sukamulia Rempung
Desa/Kelurahan + Sakamulia Timur
Kecamatan . Sakamulia
Kabupaten/Kota - Lombok Timur
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Penyelenggara Madrasah . Yayasan Nasrul Islah Lombek Timur
Akta Notaris Penyelenggara . Ali Masadi, SH., M.Kn., Nomor B4,
Tanggal 17 November 2015
Pengesahan Akta Notans . Nomor AHU-0026298.AH.01.04.Tahun 2015,

Tanggal 26 November 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

w
=]

L

Mataram, 3 Juli 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PRC NUSA TENGGARA BARAT

NASARUDDIN&




